WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188445-274/2017
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk menjaga konsistensi dan kinerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
lingkungan  Pemerintah  Kota  Balikpapan  dalam
memberikan pelayanan informasi publik, perlu menyusun
Standar  Operasional  Prosedur sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan; )

. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar
Operasional Prosedur Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);






